SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Wonogiri tentang Pedoman Pengelolaan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
|

Iﬁeumgan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

lﬁepublik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Iﬁdonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

\

|
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Plemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
11:'1donesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Ljembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Irfldonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
NLegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
d&ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Il?donesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nﬁegara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ii’ldonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dpngan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
téntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
2‘3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
\
’Eahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

N>




10.

Ll.

23

Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5/155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor
29);

Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010
tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit

=




mum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso

abupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

SISA| LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN
LAYPW{NAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM
| Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

|8
2.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara

|

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewe#xangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.

4. Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya

disebut BLUD adaJah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun

Sumarso Kabupaten Wonogiri yang menerapkan sistem dalam memberikan
pelayanan kepada Fmasyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1
( satu ) tahun anggaran.

Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD
dengan belanja BLUD.

Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau
utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.

Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.
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BAB II
BAGIAN KESATU
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 2

(1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu)
periode anggaran. |

(2) SiLPA BLUD sebagaﬁmana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam
tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan
sebagian atau selurﬁhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi
likuiditas dan rencar&a pengeluaran BLUD.

(3) Pemanfataan SiLPA iBLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayét (2) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
likuiditas.

(4) Pemanfataan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayét (2) yang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

(5) Pemanfataan SiLPA WBLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) apabila dalam kondisi mendesak dapat
dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun
anggaran berjalah; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

|
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
BAGIAN KEDUA

DEFISIT
Pasal 3

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun

anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
|
\
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Peraturan Bupati ini m

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 7 Mei 2019

BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 7 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd

SUHARNO

KABUPATEN WONOGIRI,

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 27

aslinya

A BAGIAN HUKUM

Si
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